





A. Latar Belakang  
Dunia telah mengakhiri lima belas tahun agenda pembangunan global, 
Millennium Development Goals (MDGs) pada September 2015. Pada 
rangkaian agenda United Nations General Assembly (UNGA) ke 70, tepat pada 
tanggal 25 September 2015 para pemimpin dunia menyepakati tujuan 
pembangunan global yang baru dengan nama “Sustainable Development 
Goals” (SDGs). Agenda ini memuat 17 tujuan yang hendak dicapai sampai 
tahun 2030. Tujuan SDGs jumlahnya hampir dua kali lipat dibandingkan 
dengan MDGs. Dari delapan tujuan MDGs, cukup banyak indikator 
pembangunan global yang membaik. Beberapa negara, indikator pembangunan 
mulai kemiskinan, pendidikan, lingkungan, kesehatan dan keadilan gender 
menunjukkan perbaikan. Namun, beberapa tujuan MDGs juga masih belum 
menunjukkan capain yang memuaskan. Dengan demikian, SDGs kita harapkan 
akan mampu menjawab kompleksitas permasalahan manusia dalam 
pembangunan, sehingga kita benar-benar tidak meninggalkan seorang pun 
dalam kegiatan pembangunan (Yohana, 2015). 
Merujuk pada The Millennium Development Goals Report 2015, angka 
kemiskinan telah menurun secara signifikan selama dua dekade terakhir. Pada 
1990 hampir setengah dari populasi di negara berkembang hidup dengan 
kurang dari US$ 1,25 per hari, sementara pada 2015 proporsi yang turun 
menjadi 14 %. Secara global, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan 
ekstrim telah menurun lebih dari setengah, dari 1,9 miliar pada 1990 menjadi 
836 juta jiwa pada 2015 dan kemajuan akseleratifnya dimulai sejak tahun 2000. 
Jumlah kelas menengah (hidup dengan US$ 4 hari/lebih) pada 1991 di negara 
berkembang hanya sekitar 18%, saat ini meningkat tajam hampir tiga kali lipat. 
Proporsi orang yang kekurangan gizi di negara berkembang telah menurun 
hampir setengah, dari 23,3 % pada 1990-1992 menjadi 12,9 % pada 2014-
2016. Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di 
2 
 
berbagai negara di dunia ini, maka “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” 
pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari tujuan agenda pembangunan 
berkelanjutan. Kemiskinan yang menjadi tujuan utama MDGs kembali menjadi 
tujuan utama dalam SDGs. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih 
sebagai problem dunia, menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan 
utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs. Hal ini penting 
agar si miskin tidak menjadi miskin kembali dan yang rentan miskin agar tidak 
jatuh menjadi miskin (MDGs, 2015). 
Sering kali terjadi pada anak balita di negara-negara berkembang, 
kesakitan dan kematian banyak di pengaruhi oleh status gizi (Kemenkes RI, 
2011). Gizi merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya 
manusia. Akibat dari kekurangan gizi dapat menyebabkan beberapa efek serius 
pada manusia seperti kegagalan pertumbuhan, fisik, serta tidak optimalnya 
perkembangan dan kecerdasan. Akibat lain dari kekurangan gizi adalah 
terjadinya penurunan produktifitas, sehingga menurunnya daya tahan tubuh 
terhadap penyakit yang akan meningkatkan resiko kesakitan dan kematian 
(Soekirman, 2000).  
Indonesia merupakan salah satu negara yang masalah gizi kurang dan gizi 
buruknya hingga saat ini belum terselesaikan. Data dari Riskesdas tahun 2013 
tentang status gizi balita di Indonesia yaitu balita yang mengalami gizi buruk 
sekitar 5,7 %, balita yang mengalami gizi kurang sekitar 13,9 %, dan balita 
gemuk sekitar 11,9 %. Propinsi NTT angka prevalensi gizi kurang dan gizi 
buruk adalah 33.6% angka prevalensi tersebut belum mencapai target nasional 
perbaikan gizi pada tahun 2015 (20%) dan MDGs 2015 (18.5%).  
Secara umum gizi kurang dan gizi buruk banyak dialami oleh balita. 
Beberapa usaha serta program sudah dilakukan oleh pemerintah untuk 
membantu mencapai target yang telah ditentukan, seperti: UPGK, KADARZI, 
PMT. Hasil dari program-program tersebut belum sepenuhnya optimal. Salah 
satu contohnya yaitu program PMT sangat disayangkan karena tidak efektif. 
Banyak masyarakat tidak dilibatkan penuh kedalam program tersebut, bahkan 
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membuat masyarakat lebih manja dan memiliki ketergantungan sangat tinggi 
terutama pada mereka keluarga penderita gizi buruk (Depkes R.I, 2008). 
Pada tahun 2015 angka penurunan kemiskinan telah mencapai target yang 
direncanakan yaitu 7,5 % dari target yang ingin dicapai 10 %. Hasil ini 
menunjukan bahwa sudah ada perbaikan status ekonomi yang lebih baik pada 
masyarakat. Namun demikian menurut laporan UNICEF (United International 
Children’s Emergency Fund) jumlah anak balita penderita gizi kurang dan gizi 
buruk mengalami lonjakan dari 1,8 juta (2005) menjadi 2,3 juta (2006). 
Kemungkinan ini terjadi diduga karena ada faktor penyebab lain yang 
mempengaruhi, walaupun status ekonomi keluarga terlihat baik namun 
makanan yang dihidangkan keluarga setiap hari seadanya saja. Hal ini dapat 
dikatakan bahwa kejadian gizi kurang dan gizi buruk pada balita tidak hanya 
ditemukan pada keluarga balita status ekonomi kurang akan tetapi juga 
ditemukan pada keluarga balita status ekonomi baik. Keadaan tersebut 
menunjukkan bahwa adanya ketidaktahuan keluarga akan faedah makanan 
bagi kesehatan tubuh terhadap mutu dan kualitas gizi makanan keluarga, 
khususnya makanan untuk balita (Hayati, 2012). 
Masalah gizi kurang dan gizi buruk dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya adalah 
pendapatan keluarga dan pola asuh gizi. Tingkat pendapatan keluarga yang 
rendah dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dalam keluarga dan pola 
asuh buruk mengalami risiko kejadian gizi kurang dan gizi buruk 12,67 kali 
dibandingkan balita yang memiliki pola asuh yang baik. Penyebab rendahnya 
pola asuh anak dikarenakan kesibukan orang tua yang mengasuh tanpa 
memperhatikan pola asuh gizi atau pola asuh makan anak, sehingga tidak 
terkontrol baik dari segi asupan makan ataupun kebutuhan lainnya, sehingga 
dapat terjadi gizi kurang dan gizi buruk (Nurlila, 2011). 
Hasil pemantauan status gizi pada tahun 2015 menunjukkan jumlah balita 
mengalami gizi kurang sebanyak 7,714 (15%) dan gizi buruk sebanyak 120 
(0,24%) balita kondisi tersebut tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Ende 
(Dinkes Kab. Ende, 2015). Kebanyakan ditemukan dikeluarga yang 
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berpenghasilan rendah, namun tidak semua balita gizi kurang dan gizi buruk 
berasal dari keluarga dengan pendapatan kurang. Berdasarkan penjelasan 
diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “hubungan 
pendapatan keluarga dan pola asuh gizi dengan status gizi anak balita di 
Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur ” 
 
B. Rumusan Masalah 
Apakah ada hubungan pendapatan keluarga dan pola asuh gizi dengan 
status gizi anak balita di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan umum 
Untuk menganalisis hubungan pendapatan keluarga dan pola asuh gizi 
dengan status gizi anak balita di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur 
2. Tujuan khusus 
a. Menganalisis hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak 
balita di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur 
b. Menganalisis hubungan pola asuh gizi dengan status gizi anak balita di 
Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Aspek  Teoritis 
 Diharapkan dapat menjadi bukti empiris adanya, hubungan pendapatan 
keluarga dan pola asuh gizi status gizi anak balita di Kabupaten Ende Nusa 
Tenggara Timur 
2. Aspek  Praktis 
Diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan untuk perbaikan status 
gizi anak balita di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur 
 
 
